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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Mekanisme Penanggulangan Tindak Pidana
Penganiayaan melalui Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Ogan
Komering Ilir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
mekanisme penanggulangan tindak pidana penganiayaan melalui rumah
restorative justice di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta Faktor yang
mempengaruhi mekanisme penanggulangan tindak pidana penganiayaan melalui
rumah restorative justice di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Penulisan
skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan undang-undang, jenis dan
sumber data penelitian adaiah sumber data primer, teknik pengumpulan data
penelitian melalui studi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanggulangan tindak pidana
penganiayaan melalui rumah restorative justice di Kejaksaan Negeri Ogan
Komering Ilir dimana Kejaksaan mengupayakan perdamaian melalui mediasi
kepada para pihak yang berpedoman pada Perja No 15 tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. namun fungsi rumah
restorative justice belum dilaksanakan secara optimal dengan minimnya SDM,
dalam penerapan restorative justice, terdapat faktor penghambat diantaranya
belum adanya UU yang mengatur secara umum tentang resforative justice,
sumber daya manusia, kultur budaya masyarakat yang bersifat majemuk, belum
optimal anggaran restorative justice dan terjadinya benturan kepentingan para
pihak. faktor pendukung restorative justice dimana adanya regulasi terkait
restorative justice di kejaksaan, dukungan dari perangkat desa mengenai pendirian
rumah restorative justice, dan adanya partisipasi dari tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Penanggulangan, Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat cenderung
diselesaikan dengan pengadilan yang berujung pada pidana penjara, dengan
banyaknya kasus kejahatan yang dipidana penjara hal tersebut menjadi akar
permasalahan kelebihan daya tampung (over capacity) dalam rumah tahanan dan
lembaga pemasyarakatan. hal tersebut akan mempersulit dunia hukum dan proses
di peradilan apabila terhadap semua permasalahan diselesaikan melalui jalur
pengadilan.? Hukum dipandang menjadi landasan moral agar tercapai tujuan yang
dicita-citakan bersama, hukum berfungsi untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana. Selain itu hukum bertujuan dalam menciptakan ketertiban dalam
tatanana suatu masyarakat.

Hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai, dengan menciptakan
ketertiban, perlindungan, dan mengatur masyarakat agar tercapai keseimbangan
dalam hukum, sehingga terciptanya kedamian maka diharapkan kepentingan-
kepentingan di dalam masyarakat dapat terlindungi, oleh karena itu hukum tidak

dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat, hukum membagi

' Muhammad Abdillah, “Restorative Justice Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan?”
https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-
lapas-rutan,diakses , 22 Agustus 2022.

2 Septa Candra, “Restorative Justice Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia, ” Jurnal Rechstsvinding (Agustus 2013), him. 264.

* Suryaningsih, Pengantar llmu Hukum , ccet 1 (Samarinda: Mulawarman University
Press, 2018), him.77.




kewajiban dan wewenang serta mengatur cara memecahkan masalah hukum serta
memelihara kepastian dalam hukum. secara umum sasaran dalam hukum
menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dan juga menitiberatkan pada
individu atau perseorangan sehingga diharapkan dapat terciptanya suatu
keserasian.”

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, dunia hukum terus
mengalami perkembangan dalam peradilan pidana.® Hukum merupakan suatu
sistem peraturan sebagai alat dalam mengatur kebutuhan-kebutuhan yang bersifat
konkrit.® Kelancaran dan keberhasilan dalam penegakan hukum ditentukan dalam
nilai-nilai  yang dianut dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja
mengemukakan, “hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang
berlaku disuatu masyarakat”, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum sebagai
kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku disuatu masyarakat,
hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.” Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan dalam
menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, peradilan
pidana yang selama ini mengutamakan perlindungan terhadap pelaku kejahatan

sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara korban dan pelaku sehingga

* Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.
13.

® Rudini Hasyim Rado, Nurul Badilla,“Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem
Peradilan Pidana Terpadu”, Jurnal Restorative Justice (November 2019), him. 150.

® Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum,cet 1(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), him. 6.

" Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan
Restoratif Justice, cet 2 (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), him. 4.



kurangnya pelayanan terhadap kepentingan korban dimana korban cenderung
untuk diabaikan. ®

Restorative justice sebagai alternatif baru dalam sistem pemidanaan,
yang mengandung pengertian pemulihan keadaan seperti semula, restorative
justice merupakan ‘“suatu pemulihan hubungan yang dilakukan dengan
menghadirkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
yang diselesaikan diluar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum
yang timbul dalam permasalahan hukum pidana tersebut dapat mencapai
kesepakatan diantara para pihak.”® Restorative justice sebagai bentuk pemikiran
baru yang berguna dalam merespon berbagai tindak pidana maupun kejahatan
diharapkan dapat mampu menjawab ketidakpuasan yang terjadi ditengah-tengah
masyarakat mengenai sistem peradilan pidana.

Definisi dari restorative justice yakni terdapat dalam Peraturan
Kejaksaan (PERJA) Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:*

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan , pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan.”

Dalam pasal tersebut dapat diketahui keadilan restoratif berorientasi pada
hubungan antara korban dan pelaku yang memfokuskan pada dampak yang

ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya berorientasi pada

& Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, cet 1(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), him.
173.

® Hanafi Arief, “Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia”, Jurnal Al’Adl (Juli 2018), him. 174.

19 Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No.15 Tahun 2020. Ps.1.



pelaku kejahatan saja akan tetapi pada korban kejahatan dan masyarakat yang
berkepentingan, dalam penyelesaian perkara yang dilakukan secara musyawarah
antara korban sehingga tercapai suatu kesepakatan antar belah pihak yang
berperkara. Arah peradilan pidana di Indonesia pada saat kini mengalami
pergeseran dari restoratif ke rehabilitatif.™*

Konsep restorative justice dalam penanganan kejahatan yang terjadi
bukan tanggungjawab negara saja akan tetapi menjadi tanggungjawab masyarakat,
oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan asumsi kejahatan
menimbulkan kerugian yang harus dipulihkan kembali akibat tindak pidana yang
dilakukan bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan
yang telah disepakti bersama. keadilan restoratif merupakan alternatif
penyelesaian perkara pidana yang terfokus dalam pemidanaan diubah menjadi
dialog antara korban, pelaku dan masyarakat,untuk bersama-sama bermusyawarah
menciptakan kesepakatan dengan mengedepankan pemulihan keadan kembali
dengan menciptakan pendekatan yang humanis.

Penyelesaian suatu perkara melalui jalur pengadilan merupakan
penyelesaian hukum dijalur yang lambat hak tersebut dikarenakan dalam suatu
proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut memerlukan suatu proses yang
panjang dan lama yang terdiri dari beberapa tingkatan dimulai dari tingkat
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung.

' Hariman Satria, “Restorative Justice Paradigma Baru Peradilan Pidana,” Jurnal
Media Hukum (Juni 2018), him. 111.



Dalam halnya suatu tindak pidana jika melihat dalam perspektif keadilan
restoratif, berbagai persoalan dalam tindak pidana yang muncul dalam
menyelesaikan kasus-kasus pada jalur litigasi yang dianggap sudah tidak relevan
lagi, munculah trobosan baru yang dikenal dengan keadilan restoratif guna untuk
memberikan alternatif suatu penyelesaian litigasi menjadi non litigasi dimana
kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan bersama dan mencari solusi dalam
perkara yang terjadi. Penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu mengubah
paradigma hukum yang selalu berujung pada pidana penjara dan mengubah
paradigma yang buruk masyarakat mengenai pelaku tindak pidana. ** konsep
restorative justice muncul cukup lama.** Di Indonesia pada umumnya
berkarakteristik pada hukum adat sehingga ditiap daerah mendukung pada
penerapan restorative justice.

Prinsip dasar dari restorative justice ini adalah pemulihan terhadap korban
yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,
melakukan perdamaian dan melakukan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pelaku
memiliki kesempatan dalam pemulihan keadaan dan menjaga perdamaian. Selain
itu tujuan dengan adanya restorative justice dalam konteks hukum pidana dimana
agar dapat memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk
memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan
dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dengan memperhatikan

kepentingan korban, pelaku serta masyarakat.

"> Husain Madiasa Marlin , “Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restoratif
Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan”, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, (April 2022), him. 272.

3 Zico Junius, “ Pentingnya Restoratif Justice Dalam Konsep Ius Constituendum”,
Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, ( Februari 2020), him.257.



Mengenai restorative justice tertuang dalam Nota Kesepakatan bersama
Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kepala
Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-
07.H.M.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012
Pada Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda , Acara Pemerikaan Cepat Serta
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). adapun terbitnya pedoman
Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan rerorientasi kebijakan penegak
hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan agung dibidang
penuntutan dan rehabilitasi. Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai alternatif
penyelesaian perkara, keadilan restoratif lebih menitikberatkan kepada
penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial daripada
menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah.**

Peraturan kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020, terdapat
pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap
perkara-perkara tertentu, adapun pengecualiannya®®

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil

Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban

umum serta kesusilaan.

2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal

3. Tindak pidana narkotika

' Alvi Syahri, “Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu,” Jurnal Hukum Nasional (Juli 2018) him. 110.

® Eko Syahputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan
Pidana di Masa Yang Akan Datang,” Jurnal limiah IImu Hukum (Mei 2021), him . 240.



4. Tindak pidana lingkungan hidup
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat
dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif yakni:
1. Perkara tindak pidana ringan
2. Perkara anak
3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
4. Perkara narkotika, hanya diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan narkotika.

Perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia menunjukkan
adanya kecenderungan mengikuti masyarakat adat dalam perkembangan prinsip
restorative justice dimana pelaku dibebani tanggungjawab terhadap tindakan yang
telah diperbuatnya yang sudah merugikan orang lain.® Keadilan restoratif
diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk saling
memperkuat kembali hubungan pada kedua belah pihak yang sempat terpecah

" restorative

karena terjadinya suatu peristiwa pelanggaran atau tindak pidana.’
justice dikenal dalam tahap Kepolisian dan Kejaksaan , dalam penelitian ini
dimana mengkaji mengenai restorative justice di tingkat Kejaksaan Negeri.
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan “lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam suatu

pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas

1 Edy Setiawan, “Penerapan Sistem Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian
Perkara Pidana di Kepolisian Resor Ternate,” Jurnal Hermeneutika (Agustus 2021), him. 292.

7| Made Wahyu Candra dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif
Restorative Justice. ed.1,cet.1(Denpasar Bali: Udayana University Press, 2021), him. 25.



dan kewenangan dibidang perkara serta kewenangan lain yang berpedoman pada
Undang-Undang.*®

Perkara pidana mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada diposisi
sentral dimana kejaksaan bertugas di bidang proses penuntutan dan proses
pemeriksaan dipersidangan sebagai pelaksana dan keputusan pengadilan.
kejaksaan sebagai gerbang awal dalam penentuan apakah suatu kasus dapat
diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan kelengkapan alat bukti yang sah
dalam hukum acara pidana. Jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan
asas Oportunitas atau asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum
untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar aturan
hukum pidana.*® Asas inilah yang menjadi dasar oleh jaksa dalam menyelesaikan
perkara pidana diluar pengadilan atau dikenal dengan pendekatan restorative
justice. Sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang penuntutan maka jaksa
harus berdasarkan pada prinsip keadilan , kemanfaatan dan terciptanya kepastian
hukum.?

Masyarakat menilai dalam setiap konflik atau tindak kejahatan hukum
dalam hal ini polisi dan kejaksaan bisa diselesaikan dengan pola-pola
penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak dengan bermusyawarah hal ini

tentunya menjadi menarik karena asas dari hukum pidana yakni ultimum

'8 Sri Warjiyati, Memahami Dasar llmu Hukum Konsep Dasar llmu Hukum, cet 1
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), him. 135.

19 Intansangiang Permatasasi, “Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu
Perkara,” Jurnal Lex Crimen (Maret 2013), him. 164.

% Sahat Benny, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana
Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas
HKBP Nomensen (Januari 2021), him .136.



remedium atau obat terakhir dalam hukum pidana dalil ultimum remedium ini
diperlukan sebagai senjata pamungkas terakhir dalam tindak pidana dengan sanksi
yang keras dan tajam dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.?
dalam Peraturan Kejaksaan (PERJA) memuat mengenai kewenangan jaksa untuk
menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi trobosan dalam
penyelesaian tindak pidana.?? Keadilan tidak hanya bertumpu pada pembalasan
yang setimpal dari korban kepada pelaku kejahatan (baik secara verbal maupun
non verbal) respon terhadap kejahatan yang pada mulanya untuk mencari
kesalahan pelaku lalu menghukumnya dengan mengenakan penderitaan atau
nestapa.”

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan tidak hanya oleh
aparat penegak hukum saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara
masyarakat dan pemerintah, keadilan tidak hanya bertumpu pada buku melainkan
terletak pada hati nurani, sehingga perlunya diskresi dalam bentuk peraturan
Jaksa Agung mengenai penghentian penuntutan atau dikenal dikenal dengan
istilah restorative justice sebagai bentuk perwujudan upaya hukum yang lebih
humanis, yang bertujuan dalam pemulihan keadaan seperti semula dan adanya

keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku.?*

2L Nur Ainiyah, Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Primum

Remedium, ” Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan (April 2013), him. 42.

2 Andri Krisnanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Lex Renaissance (Januari
2022), him. 182.

2% Kurniawan Triwibowo dan Eri Gunrahti Yuni, Restoratif Justice Dalam Peradilan
Pidana di Indonesia, ed .1, cet .1. (Makassar: CV.Pena Indis,2021), him. 32.

** Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai Upaya
Penanggulangan Kejahatan,” Jurnal Hukum ( Juni 2021). him. 87.
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Dengan adanya ruang guna sebagai tempat dalam musyawarah dalam
bentuk rumah restorative justice dimana diharapkan bisa mewujudkan keadilan
ditengah-tengah masyarakat dengan konsep peradamaian melalui upaya
musyawarah dan mufakat sebelum perkara tersebut masuk keranah pengadilan,
rumah restorative justice sebagai wadah dalam penyelesaian permasalahan dan
mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat dengan
menciptakan keharmonisan dan kedamaian. restorative justice sebagai upaya
dalam penyelesaian baik dalam pelanggaran maupun korban yang mengarah
kepada rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban
didalam sehingga diharapkan semua mendapatkan rasa keadilan yang terbuka.?

Adapun persyaratan yang berhak atas restorative justice yakni®®:

1. Dimana tersangka baru pertama kali melakukan pelanggaran atau tindak
pidana.
2. Nilai kerugian yang ditimbulkan dimana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 5 tahun.
4. Antara pelaku dan korban dimana telah mencapai kesepakatan atau

perdamaian.

 Ani Purwanti, Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Anak, cet 1(Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2020), him. 21.

% Irabiah , “Penerapan Restoratif Justice Pada Tingkat Penuntutan”, Jurnal Kajian
Masalah Hukum dan Pembangunan”, (Mei 2022), hlm.133.
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Dari uraian diatas dimana keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan
solusi dalam permasalahan hukum yang terjadi sehingga diharapkan dalam
penyelesaian suatu permasalahan hukum dapat dilakukan dengan memberikan
keadilan serta dalam permasalahan tidak hanya terfokus dalam hasrat keadilan
akan tetapi memberikan pembelajaran moral dan adanya partisipasi masyarakat.
dalam menjalani kehidupan antar manusia dimana tidak terlepas dari perselisihan
dan perbedaan pandangan salah satu kasus terjadinya tindak pidana penganiayaan
ringan yang terjadi di Ogan Komering llir, kasus tindak pidana penganiayaan
diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Pada pelaksanaan hukuman atau pidana terhadap tindak pidana
penganiayaan dimana cenderung dilakukan dengan menjerat keranah hukum
berujung pada tindak pidana penjara, dengan adanya restorative justice
dimungkinkan adanya penyelesaian perkara penganiayaan tersebut diluar
pengadilan.?’  Dengan mempertemukan korban, pelaku dan keluarganya serta
dihadiri oleh tokoh masyarakat melalui Rumah Restorative Justice.

Keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara dengan konsep
penyelesaian masyarakat adat yang umumnya diselesaikan melalui musyawarah
antara korban dan pelaku, apabila dalam penyelesaian perkara adat ada yang
menolak untuk damai maka dilanjutkan melalui pengadilan. dalam konsep sistem
peradilan pidana dimana kehadiran korban sebagai pencari keadilan masih belum

nyata, namun dengan penyelesaian konsep keadilan restoratif dikenal masyarakat

7 Nancy Yosepin, “ Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Pada
Tingkat Kejaksaan”, Jurnal Rrectum, (Juli 2022), him. 26.
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sejak lama diterapkan oleh masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di
Indonesia.?®
Berdasarkan pada uraian diatas menarik untuk dilakukan suatu penelitian
secara mendalam mengenai restorative justice terhadap perkara tindak pidana
penganiayaan ringan karena penganiayaan ringan memenuhi syarat untuk dapat
dilaksanakannya restorative justice sebagaimana yang diatur dalam PERJA No 15
Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dituangkan ke dalam skripsi
dengan judul, “MEKANISME PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MELALUI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas sehingga rumusan
masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme penanggulangan tindak pidana penganiayaan
melalui rumah restorative justice di Kejaksaan Negeri Ogan Komering
[ir?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi mekanisme penanggulangan
tindak pidana penganiayaan melalui rumah restorative justice di

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir?

2 Budiyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Delik Adat,” Papua
Law Jurnal (November 2016). him.90.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penanggulangan tindak
pidana penganiayaan melalui rumah restorative justice di Kejaksaan
Negeri Ogan Komering Ilir

2. Untuk  mengetahui  faktor yang  mempengaruhi  mekanisme
penanggulangan tindak pidana penganiayaan melalui rumah restorative
justice di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum yang dibuat ini adapun manfaat yang diharapkan

oleh peneliti antara lain:

1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

ilmu hukum pidana khususnya mengenai restorative justice di
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan
terhadap perkembangan ilmu hukum pidana bagi yang ingin
melakukan penelitian lebih lanjut yang memiliki keterkaitan dengan
penelitian ini.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur dalam
bidang hukum vyang telah ada sebelumnya serta memberikan

pengetahuan kepada masyarakat mengenai mekanisme
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penanggulangan tindak pidana penganiayaan melalui rumah
restorative justice khususnya di Kejaksaan Negeri Ogan Komering llir.
2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis
sebagai bekal didunia kerja dibidang hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa-
mahasiswi hukum untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan
mekanisme penanggulangan pidana penganiayaan melalui rumah
restorative justice.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi aparat penegak
hukum yang berkaitan dengan restorative justice.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi
area penelitian.?® Berdasarkan judul skripsi dan objek yang diangkat oleh penulis,
agar pembahasannya terstruktur dan jelas maka ruang lingkup dalam penelitian ini
disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dan memfokuskan pada bentuk
upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan melalui rumah restorative
justice berdasarkan dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir

serta faktor yang mempengaruhinya.

*® Faisar Ananda, Metodologi Penelitian Hukum Islam, cet 1 ( Bandung: Cita Pustaka
Media Perintis, 2010) , him. 92.
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F. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam penulisan penelitian

skripsi yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang

diangkat oleh penulis. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana

yang berisi mengenai penjelasan yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.

Penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini.

1.

Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan hukum kriminal merupakan usaha rasional
dan terorganisasi dari suatu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.*
Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan perlindungan masyarakat
dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan pidana menjadi
suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan
tindak pidana bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal. Dengan kata lain
kebijakan kriminal merupakan upaya terhadap perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan. Upaya penanggulangan kebijakan dapat
ditempuh melalui pendekatan kebijakan keterpaduan antara kebijakan
kriminal dan sosial, secara garis besar upaya penanggulangan hukum
pidana dibagi menjadi 2 yakni kebijakan penal dan non penal . jalur penal
merupakan kebijakan dalam menerapkan hukum pidana upaya penal ini
lebih menitik beratkan pada sifat repressive atau penindasan sesudah

kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal kebijakan bukan hukum

him.38.

*® Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cet 1 (Bandung: Alumni Bandung, 2011),
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pidana jalur non penal ini lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau
pencegahan terjadinya kejahatan. Jalur penal ini disebut dalam sistem
peradilan pidana. kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari
masyarakat untuk mencegah kejahatan. Kebijakan kriminal pada
hakikatnya untuk mencegah kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan yang
bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ini dikenal dengan
upaya perlindungan masyarakat.

Kaitannya dengan kebijakan kriminal pada hakikatnya menurut
Muladi dan Barda Nawawi bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan
kejahatan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
(sosial defence) dan upaya mencapai perlindungan masyarakat (sosial
welfare) sehingga tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.®® Kebijakan
hukum kriminal merupakan bagian dari upaya hukum dalam dalam
perlindungan masyarakat, jadi tujuan akhir dari kebijakan hukum hukum
kriminal yakni untuk kesejahteraan masyarakat.*?

Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori hukum dalam
penyelesaian perkara pidana dengan tujuan pemulihan keadaan semula
diluar sistem peradilan pidana, dimana orientasinya tidak hanya pada
pembalasan berupa pemidanaan penjara melainkan keseimbangan antara

korban dan pelaku, penyelesaian perkara secara represif tidak dapat

him. 39.

*! John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana, cet 1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),

32 1hid., 25.



17

menyelesaikan secara tuntas antara pelaku dan korban. restorative justice
dapat diterapkan sesuai dengan kultur budaya.** dalam menyelesaikan
suatu tindak pidana sehingga lahirlah filosofi pemidanaan baru yang
berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dan
menguntungkan semua pihak-pihak baik korban dan pelaku maupun
masyarakat. Konsep restorative justice pertama kali diperkenalkan oleh
Albert Eglash. Konsep ini menitikberatkan pada keadilan dan
kesejahteraan atau rehabilitatif dan retribusi yang dimana tidak
menitikberatkan kepada menghukum pelaku kejahatan saja akan tetapi
tidak boleh melupakan upaya perbaikan mental pelaku, dengan demikian
keadilan restoratif membawa pelaku dan korban kejahatan secara bersama-
sama untuk bermusyawarah dalam penyelesaian masalah mereka. Dalam
teori restorative justice ini dilakukan dengan mempertemukan korban dan
pelaku duduk bersama dan berbicara, mediator memberikan kesempatan
kepada pihak pelaku melakukam penjelasan mengenai penyebab
melakukan kejahatan sehingga korban mengalami kerugian.

Teori restorative justice merupakan upaya dalam mendorong agar
pelaku bertanggungjawab atas kejahataan yang dilakukan, dengan tidak
mengenyampingkan kepentingan korban, karena korban merupakan pihak
yang dirugikan, antara pelaku dan korban dimana duduk bersama dalam
mendiskusikan langkah-langkah yang ditempuh guna memulihkan

permasalahan yang terjadi sehingga tercapailah suatu kesepaktan bersama

# Irvan Maulana, “Konsep dan Impelementasi Restorative Justice di Indonesia,” Datin
Law Jurnal, (Agustus 2021), him.57
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dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Masyarakat menjadi
faktor utama dalam mendorong dan mendukung penyelesaian masalah
dengan memperhatikan pemulihan kembali atau perbaikan akibat tindak
pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada
tingkat kejaksaan dimana dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
kepentingan umum, proporsionalitas , pidana sebagai jalan terakhir dan
cepat, sederhana dan biaya ringan.**

Penghentian penuntutan berdasarkan pada konsep restorative
justice pada tingkat kejaksaan® dikecualikan untuk perkara terhadap
keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden,tindak pidana
yang diancam dengan ancaman minimal, tindak pidana narkotika, tindak
pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Melalui Konsep keadilan restoratif diharapkan dapat tercapainya win-win
solution dan menitikberatkan agar kerugian korban diperhatikan. Jadi
dalam teori ini lebih menitikberatkan pada keuntungan semua pihak,baik
pelaku, korban hingga masyarakat. Teori restorative justice menjawab
permasalahan mengenai sistem peradilan pidana yang cenderung
mengabaikan kepentingan korban yang cenderung diabaikan. dengan teori

restorative justice ini dimana memperhatikan baik korban maupun pelaku.

** Budi Sastra, “ Restorative Justice Sebagai penyelesaian Perkara Pidana Berbasis
Korban,” Jurnal Of Law, ( April 2022), him. 162.
* Ibid., 163.
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3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu daya kemampuan hukum
untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki
dan diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dapat efektif apabila
telah dilaksanakan sebagaimana praktiknya.*® Menurut Soerjono Soekanto
teori efektivitas hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor sebagai
berikut:*’

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),

2. Faktor penegak hukum,

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat dan

5. Faktor kebudayaan.

Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum
yang positif, hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing atau
merubah perilaku manusia sehingga berperilaku sesuai dengan hukum.
Efektivitas hukum berbicara mengenai daya kerja hukum dalam mengatur
serta memaksa masyarakat agar tetap patuh dan taat hukum. Selain itu
hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat
berfungsi dengan baik. Suatu peraturan akan berfungsi dengan baik dan
efektif apabila masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan

oleh peraturan perundang-undangan,dan ukuran efektifnya peraturan

% Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Purworejo,” Diponegoro Law Jurnal , (Maret 2017), him. 4.

%" Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ( Jakarta:
PT Raja Grafindo, 2008), him 8.
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tersebut tolak ukurnya dapat dilihat dari pelaku. derajat kepatuhan
masyarakat menjadi tolak ukur dalam menentukan derajat kepatuhan
masyarakat.
Efektivitas hukum dapat dilihat dari segi peraturan hukum
bekerjanya hukum sangat berpengaruh terhadap kekuatan atau faktor-
faktor sosial dan personal. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum hal
yang dapat menentukan efektif tidaknya peraturan perundang-undangan.
dengan maraknya kasus tindak pidana yang terjadi, secara teori
masyarakat belum memahami pentingnya kesadaran hukum. Kesadaran
hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal penting yang menentukan
efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum
yang berlaku dimasyarakat. Ketidakefektifan hukum bisa terjadi karena
pertentangan antara tujuan legislator dengan sikap masyarakat.
G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan mengenai cara yang merupakan alat (tool)
dalam mencapai tujuan.*® Metode penelitian merupakan seperangkat teknik atau
cara yang digunakan dalam memperoleh, mengumpulkan dan mengelola data-data
penelitian secara sistematis dan objektif guna memperoleh data-data yang valid

dan relevan dalam menyusun karya ilmiah.

% Hardani, et al. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka
IImu, 2020), him. 243.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah
penelitian hukum yang bersifat empiris. Sebutan lain penelitian hukum
yang bersifat empiris yaitu berkaitan dengan sosiologis atau juga
penelitian lapangan, penelitian hukum empiris yaitu menganalisis dan
mengkaji bekerjanya hukum dari masyarakat . penelitian hukum ini
didapatkan secara langsung dari fakta-fakta yang ada di suatu badan
hukum.* Penelitian empiris ini sebagai upaya untuk melihat kenyataan
yang terjadi sebenarnya dilapangan. maka dalam hal ini penulis mencari
dan menemukan fakta-fakta dilapangan melalui wawancara secara
langsung kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering llir.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara pandang dalam
mengadakan penelitian, Penelitian dengan jenis empiris ini pada
hakikatnya menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian yakni :
Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach) dan Pendekatan Undang-
Undang (Statute Approacht)
a. Pendekatan Sosiologi Hukum (Sosiological Approach)
Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang
digunakan untuk meneliti dan melihat bagaimana hukum itu
dilaksanakan didalam masyarakat dalam penelitian melalui studi

empiris data yang didapatkan melalui penelitian dan wawancara

** Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, cet 1 ( Banten: Unpam Press, 2019), him. 82.
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secara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering
Hir.
b. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang dalam penulisan penelitian ini
digunakan dalam menelaah dan menganalisis regulasi undang-undang
yang sedang diteliti. yang perlu diperhatikan dalam pendekatan
perundang-undangan yakni hirarki perundang-undangan. dalam
pendekatan perundang-undangan ini digunakan peneliti untuk
mengkaji, menelaah berbagai regulasi aturan hukum yang
berhubungan dengan perkara pidana penganiayaan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung, diamati dan dicatat yang diperoleh melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi. Data primer merupakan data yang dari sumber
asli dan pertama melalui narasumber melalui penelitian dilapangan yang
menjadi sumber objek informasi dalam penelitian.”> Dalam menjawab
permasalahan hukum dalam penelitian ini maka menggunakan data primer
atau melalui wawancara langsung dengan Jaksa Muhammad Arief
Yunandi, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri

Ogan Komering Ilir.

* Nuning Indah, “Penggunaan Video call dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Iimiah
Dinamika Sosial, (Agustus 2017), him. 211 .
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4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik
yakni :
1. Studi Lapangan / Field Research
Studi lapangan yakni pengumpulan data secara langsung ke
tempat yang menjadi objek penelitian yang diteliti. Peneliti lapangan
dilakukan dengan wawancara, atau pengumpulan data dengan cara
melihat langsung objek penelitian.
2. Wawancara / Interview
Dimana wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data
pada sumber yang bersifat primer. Adapun teknik yang dilakukan
dengan wawancara berupa tanya jawab kepada jaksa Muhammad Arief
Yunandi,S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
(KASIPIDUM) Kejaksaan Negeri Ogan komering Ilir yang
berhubungan dengan objek penelitian, sebelum memulai wawancara
dimana penulis menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan
yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti
mengenai mekanisme penanggulangan tindak pidana melalui rumah
restorative justice.
3. Studi Kepustakaan/ Literature
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan
mengutip peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penelitian hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, studi kepustakaan
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melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur, catatan serta
berbagai laporan yang mendung referensi dan data penelitian yang
berkaitan dengan penelitian hukum mengenai restorative justice di
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
5. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, JI.
Letnan Muchtar Saleh No. 02 Kec.Kayuagung, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan.
6. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi
Populasi merupakan wilayah dalam generalisasi yang terdiri atas
objek atau subjek hukum yang memiliki karakterisitik tertentu.** Yang
menjadi patokan data primer dalam suatu penelitian Populasi dalam
penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir
yang menangani kasus dalam pembahasan penelitian ini.
b. Sampel
Sampel merupakan Kkarakteristik yang memiliki populasi
tertentu.*” Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil
keterangannya dengan cara di wawancarai, adapun sampel dalam
penelitian ini menggunakan purposive sampling yang diambil dengan
wawancara bersama dengan seorang Jaksa Muhammad Arief

Yunandi,S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

* Garaika Darmanah, Metodologi Penelitian, cet 1 (Lampung Selatan:CV Hira Tech,
2019), him. 40.
“2 1bid., him 40.



25

(KASIPIDUM) merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan
Negeri Ogan Komering Ilir.
7. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Teknik pengolahan data dalam penulisan ini dimana dilakukan
dengan cara mengelompokkan data secara sistematis melalui wawancara
dan studi kepustakaan, data akan di periksa kebenarannya kemudian diolah
dan di edit sehingga dapat tersusun secara sistematis dan relevan dalam

menjawab permasalahan yang diteliti didalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data Penelitian
Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni secara deskriptif
kualitatif teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun
data-data yang diproleh dari hasil wawancara dengan jaksa dan bahan-
bahan lain yang terkait dengan penelitian dengan cara menjabarkannya ke
dalam unit-unit, data kategori dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami.
9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif.
Metode penarikan kesimpulan secara induktif dengan melakukan
penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang dilakukan
dengan cara menguraikan suatu permasalahan yang bersifat individual
menjadi  kesimpulan yang bersifat umum, penulis menggunakan
kesimpulan induktif yang bertujuan dalam menjawab permasalahan yang

menjadi masalah dalam penulisan dalam penelitian ini.
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